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ABSTRAK 

LUKAS ROSIHOL LIMBONG (B012211084), Penyidikan Tindak Pidana 

Illegal Loging Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Papua Barat 

(suatu Kajian Normatif dan Empiris), Dibawah bimbingan Muhadar dan 

Hasbir Paserangi.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Proses Pelaksanaan 
Penyidikan tindak pidana illegal logging di Wilayah Hukum Kepolisian 
Daerah Papua Barat, dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyidikan tindak pidana illegal loging oleh pihak Kepolisian Daerah Papua 
Barat. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian 
hukum doktriner yang mana ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis 
sehingga erat hubungannya pada perpustakaan karena akan 
membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan dan 
penelitian hukum empiris. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan penyidikan tindak 
pidana kehutanan antara lain, masih terdapat  kekurangan  peraturan 
perundang undangan mengenai tindak pidana  ini,  antara  lain  belum  ada 
penetapan kawasan hutan, karena selama ini hanya ada penunjukan 
kawasan hutan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang 
pelaksanaannya menimbulkan kontroversi.; (2) Sarana dan prasarana   di   
tingkat   penyidikan   Polri masih  kurang,  diantaranya  kendaraan tidak 
ada, hanya mengandalkan kendaraan dinas konvensional, karena bukan 
khusus untuk kendaraan tugas ke pedalaman. Partisipasi dari masyarakat 
dalam upaya pelaksanaan penyidikan tindak pidana Illegal Logging masih 
kurang, kalau hanya mengharapkan petugas Polri saja tidak mampu,   
karena      luas   wilayah   dengan jumlah personil Polri tidak seimbang, 
banyak terdapat perbedaan presepsi batas sepadan antara tanah ulayat 
dengan hutan Negara (hutan lindung), serta tempat atau medan yang sulit  
untuk ditempuh dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana Illegal 
Logging. 

Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Kehutanan. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

LUKAS ROSIHOL LIMBONG (B012211084), INVESTIGATION 
CRIMINAL OF ILLEGAL LOGGING EVIDENCE IN THE REGIONAL 
POLICE OF WEST PAPUA (a Normative and Empirical Study), 
Supervised by Muhadar and Hasbir Paserangi 

This study purposes to analyze the process of conducting investigations 
into criminal acts of illegal logging in the Regional Police of West Papua, 
and to analyze the factors that influence the investigation of criminal acts 
of illegal logging by the Regional Police of West Papua. 

This research uses the type of normative legal research or doctrinal legal 
research which is aimed at written regulations so that it is closely related to 
libraries because it will require secondary data on libraries and empirical 
legal research. 

The results of this study indicate that (1) the implementation of forestry 
crime investigations, among others, there is still a lack of laws and 
regulations regarding this crime, among others there is no forest area 
determination because so far there has only been the appointment of forest 
areas with a Decree of the Minister of Forestry whose implementation is 
causing controversy; (2) Facilities and infrastructure at the police 
investigation level are still lacking, including no vehicles, only relying on 
conventional official vehicles, because they are not specifically for duty 
vehicles to the interior. Participation from the community in the effort to 
carry out investigations into criminal acts of illegal logging is still lacking, if 
you only expect the police officers to be unable because the area and the 
number of police personnel are not balanced, there are many differences 
in the perception of commensurate boundaries between Ulayat Land and 
state forest (protected forest), as well as places or areas that are difficult to 
take in carrying out investigations into illegal logging crimes. 

Keywords: investigation, crime, forestry. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat 

berharga dan beraneka ragam jenisnya, salah satunya yang paling 

memiliki potensi besar adalah hutan. Hutan, merupakan salah satu 

kekayaan alam bangsa Indonesia yang sangat berharga yang 

memberikan manfaat bagi umat manusia, dan oleh karena itu wajib di 

jaga dan dimanfaatkan secara optimal, serta memperhatikan aspek 

keberlanjutan dalam kelestariannya. Pemanfaatan hutan adalah untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat saat ini dan juga bagi generasi 

mendatang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menjadi landasan konstitusional, 

menetukan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, setiap warga negara tidak 

boleh memanfaatkan hutan secara illegal, karena negaralah yang berhak 

atas pengelolaan hutan di Indonesia.  

Penguasaan sumber daya alam berupa hutan oleh Negara 

Indonesia memberi wewenang untuk (i) mengatur serta menguurus 

segala sesuatu yang berkaitan dengan hutaan, kawasan hutan, dan hasil 

hutan; (ii) menetapkan kawasan hutan, mengubah stattus kawaasan 
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hutan; (iii) pengaturan dan penetapan hubungan hukum antara orang 

dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan; serta (iv) pengaturan 

perbuatan hukum mengenai kehutanan.1 

 Diktum menimbang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU 

Kehutanan), menegaskan bahwa hutan sebagai karunia dan amanah 

Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, 

merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat 

serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan 

dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi 

mendatang. Hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga 

kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun 

kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara 

optimal, dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, profesional, 

serta bertanggung-gugat. Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan 

berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran 

                                                 
1 Suriansyah Murhaini, 2011, Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di 

Bidang Kehutanan, Yogyakarta: Laksbang  Grafika, hal. 16. 
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serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang 

berdasarkan pada norma hukum nasional.2 

Arti penting dan fungsi hutan tersebut menempatkan peran hutan 

yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan 

lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan 

pendapatan negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian 

sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan 

yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi 

kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Dari hutan kita 

bisa mengambil kayu, hutan sebagai penyangga cadangan air tanah 

terbesar, dan banyak manfaat lainnya yang dapat diambil dari hutan. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila upaya pelestarian dan 

perlindungan hutan merupakan hal yang perlu demi menjaga 

keselarasan, keseimbangan serta keharmonisan alam serta dengan 

memperhatikan kehidupan keberlanjutan pada masa yang akan datang. 

Institusi yang membidangi sektor kehutanan dalam melakukan 

pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus dapat menjaga 

keseimbangan dan kesinambungan yang melekat pada tiga fungsi pokok 

hutan tersebut di atas. Dengan banyaknya manfaat hutan tersebut, hutan 

pun menjadi idola bagi pemanfaatan sumber daya alam. Faktor ini pun 

menjadi alasan utama eksploitasi hutan.padahal apabila dicermati 

                                                 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, sebagaimana telah diubah dengan 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-

Undang. 
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keberadaan hutan tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomis saja tetapi 

juga dari sosial budaya, dimana hutan sebagai tempat tinggal berbagai 

macam mahluk hidup, yaitu manusia, binatang, dan tumbuhan serta dari 

sisi kesehatan hutan sebagai paru-paru dunia.3 

Perhatian dunia terhadap hutan-hutan di berbagai negara, 

termasuk di Indonesia sedemikian besar. Kelestarian hutan sebagai 

paru-paru dunia dapat mencegah terjadinya pemanasan global (global 

warming) yang dapat merugikan seluruh penduduk dunia. Di Indonesia 

keberadaan dan kelestarian hutan dijaga sedemikan rupa. Bahkan 

eksplorasi dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan tanpa 

menimbulkan kerusakan lingkungan hutan. Dengan demikian, hutan 

mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan bangsa dan negara, yakni memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hutan 

juga merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, 

sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasil-hasil hutan harus dijaga 

dan dipertahankan serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan 

baik. Perbuatan dan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di 

satu sisi akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia 

(masyarakat). Namun apabila pengelolaan dan pemanfaatan hutan 

dilakukan dengan cara membabi buta sehingga menyebabkan 

kerusakan, maka akan menimbulkan kerugian yang berdampak besar 

                                                 
3 Op. Cit. Suriansyah Murhaini, Hal. 11.  
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bagi kehidupan. Negara berdasarkan kewenangannya telah membuat 

beberapa produk hukum untuk melindungi hutan dari perbuatan dan 

tindakan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Dalam 

peraturan perundang-undangan tersebut dikemas beberapa larangan 

bagi siapa saja untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulakan 

kerusakan hutan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikatagorikan 

sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana di bidang kehutanan. 

Pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan kehutanan, 

seperti pengelolaan dan pengusahaan hutan secara ilegal karena 

perbuatan para perambah hutan yang melakukan penebangan dan 

pembabatan kayu kemudian dilakukan pembakaran sehingga hutan 

menjadi gundul untuk selanjutnya ditanami tanaman pertanian dan 

perkebunan secara ilegal di kawasan hutan. Penyebab lain kerusakan 

hutan yaitu pencurian kayu (illegal logging) di kawasan hutan, baik hutan 

lindung, hutan produksi. Penggunaan alat tradisional hingga mesin-

mesin modern menyebabkan penebangan tidak terkontrol sehingga kayu 

ukuran kecil ikut tertebang secara liar dan sewenang-wenang.4 

Dampak yang timbul dari kerusakan hutan sedapat mungkin agar 

tidak terjadi. Dewasa ini perlindungan atas hutan gencar dilakukan, 

tujuan dari perlindungan hutan itu sendiri adalah untuk menjaga 

kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan 

hasil hutan. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Indonesia yang 

                                                 
4 Ibid., Hal. 24-25.  
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dilakukan secara membabi buta dan tidak bertanggung jawab telah 

menjadi hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia, mengingat Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan 

banyak sekali hutan yang terhampar di Nusantara, oleh karena itu 

diperlukan seperangkat hukum yang mengatur pemanfaatan dan 

pengelolaan hutan, serta diperlukan peran negara dalam mengelola 

hutan agar tetap lestari. Dengan adanya hukum yang mengatur dan 

melindungi hutan, maka diharapkan dapat mengurangi terjadinya 

kerusakan hutan yang berimplikasi luas terhadap lingkungan hidup yang 

selaras. Upaya yang masif terus dilakukan, diantaranya adalah dengan 

melakukan perubahan Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dan terakhir kali 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Salah satunya 

adalah mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana di bidang 

kehutanan, yang mana ditentukan bahwa:5 

Pertanggungjawaban pemegang Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan  
Hutan, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau 
pemilik Hutan Hak atas terjadinya kebakaran Hutan di areal 
kerjanya  erupakan tanggung jawab mutlak yang berarti 
pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang 
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau pemilik Hutan Hak 
baik sengaja maupun tidak sengaja, wajib bertanggung jawab 
secara pidana dan/atau membayar ganti rugi atas terjadinya 
kebakaran Hutan di areal kerjanya, kecuali apabila pemegang 

                                                 
5 Pasal 260 Ayat (1) 
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Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang Persetujuan 
Penggunaan Kawasan Hutan atau pemilik Hutan Hak dapat 
membuktikan bahwa ia tidak bersalah. 
 
Dampak yang timbul dari kerusakan hutan sedapat mungkin agar 

tidak terjadi. Dewasa ini perlindungan atas hutan gencar dilakukan, 

tujuan dari perlindungan hutan itu sendiri adalah untuk menjaga 

kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan 

hasil hutan. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Indonesia yang 

dilakukan secara membabi buta dan tidak bertanggung jawab telah 

menjadi hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia, mengingat Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan 

banyak sekali hutan yang terhampar di Nusantara, oleh karena itu 

diperlukan seperangkat hukum yang mengatur pemanfaatan dan 

pengelolaan hutan, serta diperlukan peran negara dalam mengelola 

hutan agar tetap lestari. Dengan adanya hukum yang mengatur dan 

melindungi hutan, maka diharapkan dapat mengurangi terjadinya 

kerusakan hutan yang berimplikasi luas terhadap lingkungan hidup yang 

selaras. 

Masalah kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan efek yang 

sangat luas, mencakup ke berbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan 

lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem, dan 

merugikan banyak orang. Mengacu dari hal-hal tersebut, haruslah ada 

usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi terjadinya 

kejahatan terhadap kehutanan agar dapat tercipta keseimbangan dan 
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keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan 

sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, 

kejahatan di bidang Kehutanan senantiasa harus ditegakkan dengan 

berorientasi pada sebesar-besarnya pada pengembalian kondisi 

lingkungan hutan. 

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks 

Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah 

merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan 

telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang 

berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, 

baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah 

mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan 

hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan 

hutan harus dilakukan secara luar biasa.  Upaya menangani perusakan 

hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara 

efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain 

disebabkan oleh peraturan perundangundangan yang ada belum secara 

tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara 

terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk 

undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani 

secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.6 

                                                 
6 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan 
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Semangat pemberantasan kejahatan dibidang Kehutanan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 

adalah berorientasi pada 5 aspek, yakni: 

a. memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat  

penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan 

sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya;  

b. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan 

pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan 

perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan.  

c. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan 

terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan 

perusakan hutan; 

d. mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka 

pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun 

multilateral; dan  

e. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap 

menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem 

sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera. 

Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui 

pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta 

dengan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam rangka 

pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini mengatur kategori 

dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, 
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tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Guna meningkatkan 

efektivitas pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini 

dilengkapi dengan hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Selain mengenai proses penegakan hukumnya terkait penjatuhan 

pidana, hal yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai pengembalian 

barang bukti yang digunakan dalam perkara illegal logging. 

Pengembalian barang bukti tentu bertentangan dengan ketentuan pasal 

78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang 

menyatakan bahwa "semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan 

pelanggaran dan atau alat bukti termasuk alat angkutnya yang 

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran 

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara". 

Demikian pula dengan ketentuan Pasal 16 UU 18 tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam penjelasnnya 

ditegaskan bahwa "di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan 

surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun 

perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud 

dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa 

angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil 

hutan yang diangkut. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana illegal loging di wilayah 
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hukum polda papua barat, selain itu penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi  penyelidikan tindak 

pidana Illegal Loging oleh pihak Kepolisian Daerah Papua Barat. Kondisi 

geografis yang luas dan sulit serta budaya hukum masyarakat yang 

kental dengan hukum adat menjadi masalah tersendiri bagi penyidik 

dalam penanganan tindak pidana illegal loging di papua barat. 

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana illegal loging 

diharapkan tidak hanya sekedar penegakan undang-undang melainkan 

perlu juga memperhatikan faktor non hukum termasuk kondisi sosiologis 

dan budaya hukum masyarakat khususnya di provinsi papua barat.. 

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis merasa tertarik untuk 

membahas permasalahan tersebut sebagai tugas akhir dalam penyelesaian 

studi penulis, dengan judul Tesis: Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana 

Illegal Loging  Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Papua Barat 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penulisan Tesis ini adalah: 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana illegal logging 

di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Papua Barat? 

2. Faktor-Faktor apa sajakah yang mempengaruhi penyelidikan tindak 

pidana Illegal Loging oleh pihak Kepolisian Daerah Papua Barat? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

dalam penulisan Tesis ini adalah: 

1. Untuk mengetahui efektifitas hasil Pelaksanaan Penyidikan tindak 

pidana illegal logging di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Papua 

Barat. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyidikan tindak pidana illegal loging oleh pihak 

Kepolisian Daerah Papua Barat. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian 

dalam penulisan Tesis ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan konstribusi teoritik dalam pembaruan norma-norma 

hukum yang berkaitan dengan pemebrantasan kejahatan di bidang 

kehutanan termasuk dalam kaitannya dengan penyempurnaan 

regulasi yang berkaitan dengan penanganan barang bukti. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk menambah 

pengetahuan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan 

sehubungan dengan pemberantasan tindak pidana di bidang 

kehutanan serta kendala yang dihadapi aparat di lapangan, sehingga 
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dapat memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah yang 

dihadapi dalam upaya tersebut.  

E. Orisinalitas Penelitian 

 
1. Arlin Parlindungan Harahap, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 

Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging (Study Di Polda Sumut), 

2020. Setelah mencermati materi muatan tesis tersebut di atas, terdapat 

perbedaan mendasar dengan tesis penulis. Pertama, dalam tesis tersebut 

subjeknya adalah unsur-unsur kesalahan dalam kejahatan tindak 

pidana perdagangan hasil illegal logging, sementara dalam tesis 

penulis subjeknya adalah prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana 

illegal logging . Yang kedua, pada tesis tersebut lebih banyak membahas 

mengetahui proses penyidikan kepolisian dalam penanganan 

kejahatan perdagangan hasil illegal logging, sementara pada tesis 

penulis meneliti mengenai factor-faktor yang mempengaruhi upaya 

penyidikan tindak pidana illegal logging oleh penyidik Kepolisian 

Daerah Papua Barat.  

2. Bayu Fernanda, Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Penyidik 

Kepolisian Terhadap Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana 

Pembalakan Liar Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, 2020. 

Setelah mencermati tesis tersebut di atas, subjek yang diteliti adalah 

tindak pidana penadahan hasil  illegal logging , sementara penulis 

adalah prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana illegal logging. 
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Selain itu focus penelitian yang kedua adalah alasan hukum penyidik 

dalam menetapkan hasil penadahan tindak pidana illegal logging .  

3. Musdalifah Supriady, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Kehutanan (Illegal Logging) (Studi kasus Putusan 

No.84/Pid.B/2014/PN.MU),. Setelah mencermati tesis tersebut di atas, 

objek yang diteliti penerapan hukum pidana Materiil yang terjadi pada 

kasus Illegal Logging pada perkara No.84/Pid.B/2014/PN.MU, 2017. 

Sementara penulis prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana 

illegal logging di Wilayah Hukum Polda Papua Barat dan bukan lagi 

pada analisis  putusan pengadilan.  
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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Pengertian Tindak Pidana 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah 

yang akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian 

tindak pidana, sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa:7 

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda strafbaarfeit, yang 
sebenarnya merupakan istilah resmi dalam wetboek van 
strafrecht, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(selanjutnya disebut KUHPidana), yang berlaku sekarang di 
Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict yang 
berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum 
pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak 
pidana.   
Lebih lanjut Adami Chazawi mengemukakan bahwa:8 

Tindak pidana dalam bahasa Belanda, disebut strafbaar feit, 
yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetbok 
atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana,yang sekarang 
berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing yaitu 
delict.Oleh karena itu, tindak pidana berarti suatu pelaku 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan 
pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak 
pidana.Termasuk subjek tidak pidana dalam pandangan KUHP 
yaitu seorang manusia sebagai oknum. 

 
Tindak pidana di bagi menjadi dua bagian yaitu: 

a) Tindak pidana materil (materiel delict). 

 Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu 

ketentuan hukum pidana (straf) dalam hal ini dirumuskan 

sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat 

                                                 
7 Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Refika Aditama. 

Bandung. Hlm. 55. 
8 Chazawi Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori 

Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum  Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta. Hlm. 126-127. 
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tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.Inilah 

yang disebut tindak pidana material (materiel delict). 

Contonya: pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP yang 

dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan 

matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan 

itu. 

b) Tindak pidana formal (formeel delict). 

 Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan 

dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan 

akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang 

disebut tindak pidana formal (formeel delict). 

Contohnya : pencurian yang ada dalam Pasal 362 KUHP, 

yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud 

”mengambil barang” tanpa disebutkan akibat tertentu dari 

pengambilan barang itu. 

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti 

(strafbaarfeit) menurut pendapat ahli :  

Pompe membagi atas dua pengertian yaitu:9 

1. Definisi menurut teori mengartikan “strafbaarfeit” adalah 
suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 
karena kesalahan si pelanggar dan ancaman dengan 
pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 
menyelamatkan kesejahteraan umum. 

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian 
“strafbaarfeit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh 

                                                 
9 Purnomo, Bambang, 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jogyakarta. Hlm. 91. 
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peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai 
perbuatan yang dapat di hukum. 

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan 

formiil sebagai berikut:10 

a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang 
diancam dengan hukum pidana. 

b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar 
perbuatan itu merupakan perbuatan yang menbuatnya 
dapat di hukum pidana.  

c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan 
hukum acara pidana berhubungan erat dengan 
diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan 
suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-
badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, 
kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan 
Negara dengan mengadakan hukum pidana. 

Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil 

sebagai berikut:11 

“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat 
bagi pelanggaran pidana untuk dapat di hukum dan 
menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. “Hukum 
formiil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara 
mempertahankan hukum pidana materiil terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau 
dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana 
materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta 
mengatur cara melaksanakan keputusan hakim”. 
 
Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang 

jika tidak dipenuhi diancam dengan sanksi. Sedangkan hukum 

pidana formiil adalah aturan hukum yang mengatur cara 

menegakkan hukum pidana materiil. 

                                                 
10 Marpaung, Leden, 2005. Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 21. 
11 Loc. Cit.  
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Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang 

penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena 

terpidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi 

terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, 

teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme. 

Menurut Simon menyatakan bahwa:12 

“strafbaarfeitadalah suatu tindakan melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan 
tidak sengaja oleh seorang yag dapat dipertanggungjawabkan 
atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat hukum”. 
 

Selain pengertian, penulis juga memasukkan tinjauan tindak pidana 

terkait unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibedakan dari dua sudut 

pandang yaitu: 

a) Sudut Teoritis 

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah13: 

1) Perbuatan; 
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 

 
Menurut batasan yang dibuat Jonkers penganut paham 

monisme, dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:14 

a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. Dipertanggungjawabkan. 

Amir Ilyas di dalam bukunya mengemukakan:15 

                                                 
12 Lamintang, P.A.F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 

Hlm. 17. 
13 Adami Chazawi. Op. Cit. Hlm. 79. 
14 Ibid., Hlm. 81. 
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Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung 
unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang 
(mencocoki rumusan delik). 

2. Memiliki sifat melawan hukum; dan  
3. Tidak ada alasan pembenar. 

 
 Moeljatno menerjemahkan strafbaarfeit dengan kata 

perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut:16 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dialarang oleh 
suatu aturan hukum, larang mana yang disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa 
yang melanggar larangan tersebut.Dapat juga dikatakan 
bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu 
aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja 
dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada 
perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan 
kepada orang yang menimbulkan kejadian. 
Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan 

penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada 

hubungan yamg erat.Antaranya kejadian dan orang yang 

menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua 

keadaan konkret.Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, 

adanya orang yang berbuat menimbulkan kejadian itu. 

Menurut Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya 

secara panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai 

berikut:17 

a. Kelakuan (orang yang); 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 

                                                                                                                                    
15 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-

Indonesia, Yogyakarta. Hlm. 18. 
16Moeljatno. Op. Cit. Hlm. 86. 
17 Adhami Chazawi, Op. Cit. Hal. 81.  
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c. Diancam dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. Dipersalahkan/kesalahan. 

 
b) Sudut Undang-undang. 

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP 

itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu: 

a. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan. 
b. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan 

terlarangannya dari satu perbuatan, yang bersumber dari 
undang-undang dan dapat juga bersumber dari 
masyarakat. 

c. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran 
batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. 

d. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak 
pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana 
akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak 
pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat 
pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat 
merupakan syarat terpidananya pembuat. 

e. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana 
berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam 
mana perbuatan dilakukan. 

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana: 
unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu 
tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada 
pengaduan dari yang berhak mengadu. 

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: 
unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan 
bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat 
selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak 
pidana materiil. 

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana: unsur 
keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah 
perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya 
perbuatan. 

i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana: unsur 
kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan 
tersebut, contoh; “barangsiapa” (bij die) atau “setiap 
orang”. 

j. Unsur objek hukum tindak pidana: tindak pidana ini 
selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.  
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k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana: unsur ini 
berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, 
sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti 
unsur syarat  tambahan untuk memperberat pidana. 
 
 

B. Ruang Lingkup Kehutanan 

1. Pengertian Hutan 

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) 

dan forrest(Inggris). Forrest merupakan dataran tanah yang 

bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar 

kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, 

forrest(hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya 

ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-

burung hutan.18 

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah 

“Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup 

luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya 

tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh 

tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat 

yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan 

vertical)”19 

Pengertian hutan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 

tahun 1999 adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan 

lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan 

                                                 
18 Salim, 1997, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34 
19 Ibid, hlm. 34 
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dalam persetuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang 

lainnya tidak dapat dipisahkan. 

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, 

yaitu:20 

a. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah 
hutan 

b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna. 
c. Unsur lingkungan. 
d. Unsur penetapan pemerintah. 

 
Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan 

hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. 

Pengertian hutan disini, menganut konsep hukum secara vertikal, 

karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta 

lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh. 

Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan 

mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya 

penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat 

kuat. Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut yaitu: 

1) Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membabat, 

menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan. 

2) Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk 

mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan 

penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta    menjaga dan 

melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk 

                                                 
20 Ibid, hlm. 35 
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menjagakelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, 

dan kegunaan hasil.21 

2. Jenis-Jenis Hutan22 

Menurut   Undang-Undang  No.  41   Tahun  1999   tentang  

Kehutanan, Pasal 5 – 9, ditentukan empat jenis hutan yaitu: 

a. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU No. 41 Tahun 

1999), yaitu suatu pembagian hutan yang didasarkan pada 

status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau 

institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan 

perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan 

statusnya dibagi dua macam yaitu: 

1) Hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak 

dibebani hak atas tanah yang termaksud dalam kualifikasi 

hutan negara adalah: hutan adat yaitu hutan negara yang 

diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat, 

hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, hutan 

kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya 

untuk memberdayakan masyarakat. 

2) Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani 

hak atas tanah. 

b. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan 7 uu 

                                                 
21 Ibid, hlm. 35 
22 Pasal 5 – 9 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
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No. 41 Tahun 1999), yaitu hutan yang didasarkan pada 

kegunaannya. Hutan ini digolongkan menjadi tiga macam 

yaitu: 

1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu 

yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman 

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi 

terdiri atas tiga jenis yaitu: kawasan hutan suaka alam, kawasan 

hutan pelestarian alam, dan taman buru. 

2) Hutan Lindungadalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 

mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 

3) Hutan produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan. 

c. Hutan berdasarkan tujuan khusus (Pasal 8 UU no. 41 

Tahun 1999), yaitu penggunaan hutan untuk keperluan 

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, 

serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat 

syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan. 

d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan 

resapan air (Pasal 9 UU No. 41 Tahun 1999) yaitu disetiap 

kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. 

Hutan kota adalah hutan yang berfungsi sebagai 
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pengaturan iklim mikro, estetika, resapan air. 

3. Status dan Fungsi Hutan 

a. Status Hutan 

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan pada Pasal 5 yaitu hutan berdasarkan statusnya terdiri 

dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa 

hutan adat. Pemerintah menetapkan status hutan adat ditetapkan 

sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila 

dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat 

kembali kepada Pemerintah.23 

b. Fungsi Hutan 

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan pada Pasal 6 dijelaskan bahwa hutan tiga mempunyai 

fungsi yaitu hutan koservasi, hutan lindung dan hutan produksi. 

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokoknya. 

Pada Pasal 7 hutan koservasi terdiri dari kawasan hutan suaka 

alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru. Pada 

Pasal 8 pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu 

untuk tujuan khusus. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan 

khusus diperlukan untuk kepentingan umum seperti penelitian dan 

                                                 
23  Anonim, 2009, Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan, Permata Press, hlm. 

6 
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pengembangan, pendidikan dan latihan serta religi dan  budaya. 

Kawasan hutan dengan tujuan khusus tidak mengubah fungsi 

pokok kawasan hutan. Pada Pasal 9 diuraikan bahwa untuk 

kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, 

disetiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. 

Ketentuan lebih lanjut diatur dengan pengaturan Pemerintah.24 

4. Pengelolaan Hutan 

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Pasal 21 menerangkan, pengelolaan hutan sebagaimana 

dimaksudkan dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: 

a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) 

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,c) 

rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d) perlindungan hutan dan 

konservasi alam.25 

5. Pemanfaatan Hutan 

Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 

kehutanan berbunyi bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana 

dimaksud Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat 

yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara 

berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pasal 24,   

pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan 

                                                 
24  Ibid, hlm. 6 
25  Abdul Muis Yusuf (dkk), 2011, Hukum Kehutanan Di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 117-

118 
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hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona 

rimba pada taman nasional.26 

Pasal 25, Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam 

dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26, 

(1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan 

kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil 

hutan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan 

melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasana, izin usaha 

pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan 

bukan kayu.27 

Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung 

dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga 

dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk 

mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan 

bagi   generasi sekarang dan generasi yang akan datang.28 

  
C. Tindak Pidana di Bidang Kehutanan 
 

Tindak pidana bidang kehutanan adalah "perbuatan melanggar 

ketentuan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

                                                 
26  Ibid, hlm. 119 
27  Ibid, hlm 120 
28  bid, hlm. 121 
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Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana 

bagi barangsiapa yang secara melawan hokum melanggarnya". 

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan 

tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian 

negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta 

meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, 

regional, dan internasional   Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan 

yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang 

dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam 

kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka  

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan 

pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang 

mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.  

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai 

dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap 

perusakan hutan yang terorganisasi. Berdasarkan pertimbangan  

tersebut  disusun dan  diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

(P3H). Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang 

dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, 

sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang 

dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan 

hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.  
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Pasal 112 UU No. 18 Tahun 2013 ttg P3H menyebutkan bahwa 

Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, 

huruf j, serta huruf k dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai 

ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai 

ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat 

(6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam UndangUndang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 12 UU No 13 tahun 2013 Setiap orang dilarang: 

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak 

sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; 

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa 

memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; 

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak 

sah; 

d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, 

dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; 

e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang 

tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil 

hutan; 

f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, 

memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa 

izin pejabat yang berwenang; 
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g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim 

atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan 

di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; 

h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 

pembalakan liar; 

i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, 

atau udara; 

j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, 

atau udara; 

k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari 

pembalakan liar; 

l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang 

berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara 

tidak sah; dan/atau 

m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari 

kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.  

Dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang 

perseorangan yang dengan sengaja: 
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a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak 

sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf a; 

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki 

izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau 

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak 

sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima 

ratus juta rupiah).  

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU No 13 tahun 

2013 

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di 

sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana 

denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 82 ayat (3) UU No 13 tahun 

2013, Korporasi yang:  
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a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak 

sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf a; 

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki 

izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau  

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak 

sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima 

belas miliar rupiah). 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No 13 tahun 

2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja: 

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, 

dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; 

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang 

tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil 

hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau 

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 

pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
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paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU No 13 tahun 

2013, Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: 

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, 

dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;  

b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 

dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau 

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 

pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan 

dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 83 ayat (3) UU No 13 tahun 

2013  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang 

bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling 

lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 
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(lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah). 

 Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 83 ayat (4) UU No 13 tahun 

2013, Korporasi yang:  

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, 

dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; 

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang 

tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil 

hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau 

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 

pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 

sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No 13 tahun 

2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja  membawa alat-alat 

yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah 

pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 

serta pidana denda 
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paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU No 13 tahun 

2013, Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat 

yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah 

pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun 

serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 84 ayat (3) UU No 13 tahun 

2013, Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di 

dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun 

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pasal 84 ayat (4) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang 

membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, 

atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 
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(dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah).  

Pasal 85 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan 

yang   dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat 

lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut 

hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 

dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Pasal 85 ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Korporasi yang 

membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut 

diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan 

hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 

sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Pasal 86 ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Orang perseorangan 

yang dengan sengaja: 

a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, 

atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; 

dan/atau 
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b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, 

atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU No 13 tahun 

2013, Korporasi yang: 

a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, 

atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; 

dan/atau 

b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, 

atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j  

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 

sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).  

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU No 13 tahun 

2013,  Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
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a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari 

pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k; 

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang 

berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara 

tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; 

dan/atau 

c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari 

kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 

(dua miliar lima ratus juta rupiah). 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU No 13 tahun 

2013, Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: 

a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari 

pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k; 

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang 

berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara 
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tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; 

dan/atau 

c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari 

kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 

(tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 

(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 87 ayat (3) UU No 13 tahun 

2013 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di 

dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) 

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU No 13 tahun 

2013, Korporasi yang: 

a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari 

pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k; 
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b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang 

berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara 

tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; 

dan/atau 

c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari 

kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).  

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU No 13 tahun 

2013, Orang perseorangan yang dengan sengaja:  

a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki 

dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; 

b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau 

menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang 

palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau 

c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu 

yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana 

denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 

rupiah). 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 88 ayat (2) UU No 13 tahun 

2013, Korporasi yang: 

a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki 

dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil 

hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; 

b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu 

dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan 

kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; 

dan/atau 

c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan 

kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 

15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).  
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D. Penyidikan Tindak Pidana  

1. Pengertian Penyidikan 

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum 

pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). 

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting 

dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan 

hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik dan 

menentukan keberhasilan Jaksa penuntut umum dalam melakukan 

penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk 

menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan 

mengadili di persidangan. 

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal 

(vooronderzoek) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya 

pencarian atau pengumpulan ‘’bukti faktual’’ penangkapan dan 

penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan 

penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau 

bahan yang diduga erat kaitanya dengan tindak pidana yang terjadi.29 

Pasal  1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang 

menyatakan, penyidik adalah Pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri 

‘tertentu’ yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang 

penyidikan berarti : serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat 

penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk 

                                                 
29 Ali Wisnubroto, 2002, Praktek Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana), 

PT.Galaxy Puspa Mega, Jakarta, h.15. 
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mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu dapat membuat 

atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus 

menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.30 

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah 

mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan 

pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan 

setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak 

pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera 

dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau bila ada persangkaan telah 

terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan 

kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut 

sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana 

dan jika benar demikian siapakah pelakunya.31 

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan 

walau sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa 

yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah 

dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk 

kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu 

dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan 

penuntutan. 

                                                 
30 M.Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 

Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, h.109. 
31 Darwin Print, 1998, Hukum Acara Pidana dan Praktek, Djembatan, Jakarta, h.8. 
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Secara konkrit tindakan itu disebut penyidikan dapat diperinci 

sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan 

keterangan tentang:32 

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan, 

2. Kapan tindak pidana itu dilakukan 

3. Dimana tindak pidana itu dilakukan 

4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan 

5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan 

6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan 

7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu. 

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam hukum acara pidana 

yang pada pelaksanaanya kerap kali harus menyinggung martabat 

individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. 

Suatu semboyan penting dalam hukum acara pidana yaitu hakikat 

penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan 

sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang 

seharusnya dibenarkan padanya. Oleh karena tersebut seringkali proses 

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang 

cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan 

beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan. 

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama 

hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, 

                                                 
32 Loc. Cit.  



45 

 

pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-

tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan 

yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai. 

2. Penyidik Tindak Pidana 

Di dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

No. 28 Tahun 1997 Pasal  12 Ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik 

dapat digolongkan menjadi dua antara lain: 

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2. Penyidik pegawai negeri sipil atau yang disingkat PPNS, dan 

Penyidik Pembantu yang adalah juga pejabat kepolisian. 

a) Pejabat Penyidik POLRI 

Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, 

maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu 

ditegaskan dalam Pasal  6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal  6 

ayat 2, kedudukan dan  kepangkatan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan 

kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan 

Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah 

berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.  

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik 

penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, 

yaitu: 

a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi; 
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b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua 

apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat 

penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua; 

c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia 

Pasal  10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah 

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh 

Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan 

peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai 

“penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal  3 PP Nomor 27 Tahun 1983. 

Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai 

pejabat penyidik pembantu:33 

a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;  

b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara 

dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda 

(Golongan II/a);  

c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul 

komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. 

b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal  6 ayat (1) huruf 

b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan 

wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka 

                                                 
33M.Yahya Harahap,. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan 

Penuntutan, cet VII (Jakarta: Sinar Grafika),. , hal. 111-112 
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miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah 

menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu 

Pasal . Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri 

sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana 

yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai 

dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal  7 ayat (2) 

KUHAP yang berbunyi:34 

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal  6 
ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-
undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan 
dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik Polri”. 
 

3. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam 
KUHAP 

 
Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal  

6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa 

tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di 

dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah 

penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga 

yang merupakan peyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. 

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah: 

a. Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal  75 KUHAP. (Pasal  8 

ayat (1) KUHAP). 

b. Kedua, menyerakan ber kas perkara kepada penuntut umum. 

                                                 
34 Ibid., hal.113 
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(Pasal  8 ayat (2) KUHAP). 

c. Ketiga, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau 

pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut 

diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera 

melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal  106 KUHAP). 

d. Keempat, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan 

barang bukti kepada penuntut umum (Pasal  8 ayat (3) 

KUHAP).  

e. Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan 

suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik 

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal  

109 ayat (1) KUHAP). 

f. Keenam, wajib segera menyerahkan berkas perkara 

penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap 

telah selesai. (Pasal  110 ayat (1) KUHAP). 

g. Ketujuh, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil 

penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan 

penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut 

umum (Pasal  110 ayat (3) KUHAP). 

h. Kedelapan, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik 

wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka 

penyidikan (Pasal  112 ayat (2) KUHAP). 

i. Kesembilan, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib 
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memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan 

suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk 

mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam 

perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal  

114 KUHAP).  

j. Kesepuluh, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang 

menguntungkan bagi tersangka (Pasal  116 ayat (4) KUHAP).  

k. Kesebelas, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan 

kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal  117 ayat (2) 

KUHAP).  

l. Keduabelas, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan 

tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetuji isinya 

(Pasal  118 ayat (2) KUHAP). 

m. Ketigabelas , dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu 

hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus 

mulai melakukan pemeriksaan (Pasal  122 KUHAP). 

n. Keempatbelas, dalam rangka melakukan penggeledahan 

rumah, wajib terlebih dahulu menjukkan tanda pengenalnya 

kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal  125 KUHAP). 

o. Kelimabelas, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil 

penggeledahan rumah (Pasal  126 ayat (1) KUHAP). 

p. Keenambelas, membacakan terlebih dahulu berita acara 

tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, 
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kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka 

atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan 

dengan dua orang saksi (Pasal  126 ayat (2) KUHAP). 

q. Ketujuhbelas, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih 

dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal  128 KUHAP), 

Kedelapanbelas , memperlihatkan benda yang akan disita 

kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang 

benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala 

Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal  

129 ayat (1) KUHAP), 

r. Kesembilanbelas , Penyidik membuat berita acara penyitaan 

(Pasal  129 ayat (2) KUHAP), 

s. Keduapuluh, menyampaikan turunan berita acara penyitaan 

kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal  129 

ayat (4) KUHAP).  

t. Keduapuluh satu, menandatangani benda sitaan sesaat 

setelah dibungkus (Pasal  130 ayat (1) KUHAP). 

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah: 

1. Sesuai dengan Pasal  7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk: 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana; 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa 
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tanda pengenal diri tersangka; 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 

penyitaan; 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi (Pasal  7 ayat (1) jo Pasal  112 ayat (1) KUHAP); 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab; 

2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau 

orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal  120 KUHAP jo Pasal  

133 ayat (1) KUHAP). 

3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau 

penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal  123 

ayat (2) KUHAP). 

4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau 

rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal  127 

ayat (1) KUHAP). 

5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu 

tidaknya meninggalkan tempat terrsebut selama penggeledahan 

berlangsung (Pasal  127 ayat (2) KUHAP). 
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6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, 

penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang 

atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib 

dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu 

kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal  132 

ayat (2) KUHAP) 

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib 

menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat 

berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal  75 KUHAP) tentang:35 

1. Pemeriksaan tersangka; 

2. Penangkapan; 

3. Penahanan; 

4. Penggeledahan; 

5. Pemasukan rumah; 

6. Penyitaan benda; 

7. Pemeriksaan surat; 

8. Pemeriksaan saksi; 

9. Pemeriksaan tempat kejadian; 

10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan 

11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP. 

 
 
 
 

                                                 
35 Darwan Prinst,Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Djambatan, 1989)., hal 92-93. 
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E. Barang Bukti 

1. Pengertian Barang Bukti. 

Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti sebagai berikut : 

a. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan 

Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang 

dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti 

dalam suatu perkara.36 

b. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan Penyidik dalam 

penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat 

untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah 

penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk 

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan 

peradilan.37 

c. Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu 

perbuatan (kejahatan dan sebagainya).38 

d. Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk 

meyakinkan Hakim akan kesalahan Terdakwa terhadap perkara 

pidana yang dituntutkan kepadanya.39 

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai 

mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik 

                                                 
36Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia,  2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, PT. Gramedia, Jakarta, Hal. 140. 
37Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk 

Mahasiswa dan  Praktisi Mandar Maju, Bandung, hal. 99-100. 
38Koesparmono Irsan, 2007,Hukum Acara Pidana, Jakarta, hal. 90. 
39Sudarsono,2017, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 47. 
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dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau 

yang dipakai untuk menikam orang. 

Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang 

Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka 

rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.40 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti”-terjemahan 

dari bahasa Belanda, bewijs-diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan 

kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, bewijs diartikan 

sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu 

atau ketidakebenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara 

pengadilan, guna memberikan bahan kepada Hakim bagi penilaiannya. 

Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti 

danpembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara 

membuktikan.41 

Yang lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita, ialah real 

evidence yang berupa objek materiil (materiil object) yang meliputi tetapi 

tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, 

televisi dan lain-lain.  

Real evidenceini tidak termasuk alat bukti menurut Hukum Acara 

Pidana kita (dan Belanda), yang bisa disebut “barang bukti”. Barang bukti 

                                                 
40Andi Hamzah, op.cit, hal. 100. 
41Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, hal. 3. 
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berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi 

(dan Terdakwa).42 

Barang bukti adalah benda-benda yang biasa disebut Corpora 

Delicti dan Instrumenta Delicti. 43 

Corpora delicti dan instrumenta delicti sebagai barang bukti 

secara tersirat dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP 

menyebutkan, yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 

a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau 

sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil 

dan tindak pidana;  

b. benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk 

melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;  

c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 

tindak pidana;  

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 

pidana;  

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 

pidana yang dilakukan.  

Huruf a digolongkan Corpora delicti sedangkan huruf b, c, d dan e 

digolongkan Instrumenta delicti.  

                                                 
42Andi Hamzah, Loc.cit, hal. 254-255. 
43M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997,  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan 

Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor,hal. 46. 
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Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang melakukan 

penyitaan atas benda-benda tersebut sebagai berikut:  

a. Pasal 40 KUHAP, dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat 

menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga 

telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda 

lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.  

b. Pasal 41 KUHAP, dalam hal tertangkap tangan Penyidik 

berwenang menyita paket atau surat atau benda yang 

pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos 

dan Telekomunikasi, Jawatan atau perusahaan komunikasi atau 

pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut 

diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari padanya 

dan untuk itu kepada Tersangka dan atau kepada pejabat Kantor 

Pos dan telekomunikasi, Jawatan atau perusahaan komunikasi 

atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat 

tanda penerimaan  

Menurut Pasal 194 ayat (1) KUHAP, apabila suatu tindak 

pidana terbukti, maka terhadap barang bukti dari hasil kejahatan 

dikembalikan kepada yang berhak menerima kembali yang 

namanya tercantum (saksi korban) tanpa syarat apapun dalam 

putusan tersebut, kecuali menurut Undang-Undang harus 

dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan, atau 

dirusak, sehingga tidak dapat dipergunakan.  
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Pasal 194 ayat (2) KUHAP, barang bukti diserahkan segera 

sesudah sidang selesai, misal untuk mencari nafkah harus segera 

dikembalikan atas pertimbangan segi kemanusiaan. Pasal 194 

ayat (3) KUHAP, putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap, barang bukti dapat diserahkan apabila memenuhi 

syarat tertentu dalam keadaan utuh. 44 

2. Fungsi Barang Bukti dalam proses peradilan pidana 

Didalam proses penyidikan, penuntutan maupun dalam tahap 

persidangan, kedudukan Barang  Bukti mempunyai kedudukan 

penting, setidaknya kedudukan Barang Bukti memilik 3 (tiga) 

fungsi: 

1. Untuk menguatkan kedudukan alat bukti yang sah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat  (1) KUHAP; 

2. Untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas 

perkara pidana yang sedang berjalan; 

3. Setelah barang bukti tersebut menjadi penunjang alat bukti 

yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan 

keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa, sebagaimana 

dalam Dakwaan JPU. 

3. Putusan Hakim Pidana terkait Barang Bukti  

Terdapat beberapa bentuk Putusan Hakim terkait status barang 

bukti dalam perkara pidana, tergantung bagaimana pandangan 

                                                 
44Hari Sasangka, Lily Rosita, Loc.cit, hal. 99-100. 
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dan penilaian Hakim terhadap pembuktian atas barang bukti 

tersebut, antara lain: 

a. Barang Bukti dikembalikan kepada yang berhak. 

Putusan yang menyatakan barang bukti dikembalikan kepada 

yang berhak dapat ditemukan misalnya didalam perkara 

“Pencurian” yang menyatakan barang yang telah diambil oleh 

Terdakwa dikembalikan kepada korban selaku yang berhak 

atas barang tersebut. 

Dalam pelaksanaannya Jaksa selaku pelaksana putusan 

memanggil orang yang disebutkan namanya didalam putusan 

tersebut untuk dikembalikan, dengan menggunakan format 

BA- 20. 

b. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. 

Jenis barang bukti ini biasanya dapat ditemukan misalnya 

dalam perkara Narkotika atau obat-obat ilegal. Dimana barang 

bukti tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga harus 

dimusnahkan. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan 

berbagai macam cara tergantung karakteristik dari barang 

bukti tersebut. misalnya untuk barang bukti senjata tajam maka 

senjata tersebut dipotong dalam beberapa kepingan sehingga 

tidak dapat dipergunakan lagi, berbeda halnya dengan barang 

bukti narkotika maka barang bukti narkotika tersebut 
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dimusnahkan dengan cara dibakar dalam wadah pembakaran 

khusus yang dikelola dan diawasi oleh BNN. 

c. Barang bukti dirampas untuk Negara. 

Barang bukti yang dirampas untuk negara dilakukan terhadap 

barang yang dianggap masih memiliki nilai ekonomis, 

sehingga diharapkan dapat menambah pendapatan negara 

dari sektor bukan pajak / PNBP. Misalnya terhadap barang 

bukti Uang tunai, aset berupa kendaraan, rumah atau 

bangunan, tanah, barang elektronik, atau barang-barang 

lainnya yang dianggap memiliki nilai ekonomis. 

d. Barang bukti tetap terlampir didalam berkas perkara. 

Jenis putusan ini memang tidak ditemukan didalam KUHAP, 

namun didalam praktek peradilan seringkali ditemukan adanya 

Putusan Hakim yang menyatakan Barang  Bukti tetap terlampir 

didalam berkas perkara. Biasanya diterapkan terhadap barang 

bukti dalam bentuk dokumen atau surat-surat.  

F. Teori Penegakan Hukum  

Mengutip Ensiklopedia administrasi45, menyampaikan 

pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut : 

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung 
pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang 
dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan 
maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu 

                                                 
45http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html, diakses pada tanggal 28 

Oktober 2017. 

http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html
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dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud 
sebagaimana yang dikehendaki.” 

 
Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal 

dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan 

yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud 

merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk 

mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu 

proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau 

kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.  Apabila tujuan yang 

dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian 

tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan 

program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi 

tersebut. 

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, 

Achmad Ali46 berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh 

mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat 

mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. 

Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya 

faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-

undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, 

wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam 

                                                 
46 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1 (Jakarta: Kencana, 2010), 375. 
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menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun 

dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto47 adalah 

bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) 

faktor, yaitu : 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum.  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan 

hidup. 

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh 

karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan 

tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen 

pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis 

                                                 
47 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), 8. 
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tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum 

itu sendiri. 

Menurut Soerjono Soekanto48 ukuran efektivitas pada elemen 

pertama adalah : 

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan 

tertentu sudah cukup sistematis. 

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan 

tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal 

tidak ada pertentangan. 

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang 

mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. 

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan 

persyaratan yuridis yang ada. 

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya 

kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam 

hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga 

aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan 

dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan 

mempunyai mental yang baik.  

                                                 
48 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80. 
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Menurut Soerjono Soekanto49 bahwa masalah yang 

berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi 

aparat akan tergantung pada hal berikut : 

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan 

yang ada. 

2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan 

kebijaksanaan. 

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas 

kepada masyarakat. 

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-

penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga 

memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. 

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud 

sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan 

tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana 

atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas 

hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan 

dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto50 memprediksi patokan 

efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana 

tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang 

                                                 
49Ibid, hal : 82. 
50Ibid, hal : 82 



64 

 

memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat 

atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah : 

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan 
baik. 

2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan 
memperhitungkan angka waktu pengadaannya. 

3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi. 

4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. 

5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya. 

6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu 
ditingkatkan lagi fungsinya. 

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang 

tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu : 

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan 
walaupun peraturan yang baik. 

2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan 
walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat 
berwibawa. 

3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan 
baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas 
mencukupi. 

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa 

disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang 

secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu 

yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu 

pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui 

motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat 

kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang 

efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan 
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masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik 

yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. 

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik 

yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul 

karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan 

seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. 

Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya 

rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan 

sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena 

adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat 

memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada 

takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan 

menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment 

yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih 

memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada 

gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat 

sementara atau hanya temporer. 

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto 

tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli 

Atmasasmita51 yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat 

efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental 

aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) 

                                                 
51 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum (Bandung: 

Mandar Maju, 2001), 55. 
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akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering 

diabaikan. 

Menurut Soerjono Soekanto52 efektif adalah taraf sejauh mana 

suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan 

efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum 

mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku 

manusia sehingga menjadi perilaku hukum. 

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, 

pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal 

namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun 

merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat 

dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun 

erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau 

aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu 

pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan 

ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena 

ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman 

paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga 

masyarakat53. 

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti 

membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau 

                                                 
52 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi (Bandung: CV. Ramadja Karya, 

1988), 80. 
53 Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta: Yarsif Watampone, 

1998), 186. 
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memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat 

efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat 

berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari 

perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-

undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai 

dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan 

perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, 

maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut 

telah dicapai. 

Mertokusumo mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum 

ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :54 

a. Unsur keadilan, 

b. Unsur pemanfaatan, 

c. Unsur kepastian hukum. 

Sedangkan Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa proses 

perwujudan dari keinginan-keinginan (ide-ide) dalam hukum 

merupakan hakikat dari pengertian penegakan hukum. Penegakan 

hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan 

hukum menjadi kenyataan.55 

Selanjutnya Syahran Basah mengatakan bahwa penegakan 

hukum secara kongkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktek 

                                                 
54 Mertokusumo,Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal 134 
55 Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1983), hal 121 

 



68 

 

sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan 

keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan 

menerapkan hukum dan menemukan hukum inconcreto dalam 

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan 

menggunakan cara prosudural yang ditetapkan oleh hukum formal.56 

Laica Marzuki mengemukakan bawa tanpa penegakan hukum 

(foormel recht), maka kaidah-kaidah hukum materil  (materieel rech) 

niscaya menjadi tumpukan kertas (eenpapieren muur) saja.57 Negara 

hukum yang didambakan bakal menjadi impian belaka. Tidak itu saja, 

tidak ditegakkannya hukum materil mengakibatkan pelanggaran 

(tegengesteld) atau pembiaran terhadap kaidah-kaidah hukum 

(materieel rech) yang dibuat guna mengatur tatanan hubungan 

bermasyarakat dimaksud. 

Menurut Baharuddin Lopa bahwa untuk tegaknya hukum dan 

keadilan di masyarakat ada tiga pensyaratan yang harus dipenuhi, 

yaitu :58 

1. Adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat,  

2. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental 

jujur atau memiliki integritas moral terpuji, 

3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan 

dilaksanakannya penegakan hukum. 

                                                 
56 Sahran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, (Bandung: 

Alumni,1983), hal 14 
57 Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, (Jakarta: Kontitusi Press, 2005), hal 94 
58 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, 

Cet.1(Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal 3-4 
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Untuk memahami secara lebih cermat tentang sistem hukum, 

maka kita harus melihat unsur-unsur yang terdapat di dalam sistem 

hukum itu. Sistem hukum mempunyai tiga unsur yaitu struktur, substansi, 

dan kultur hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. 

Friedman:59 

“A legal system in actual operation is a complex organism in which 

structure, substance, and culture interact. To explain the 

background and effect of any part calls into play many elements of 

the system”. 

 
Struktur sebagai unsur pokok dari sistem hukum merupakan 

kerangka atau rangkanya hukum, mencakup pranata-pranata penegakan 

hukum, prosedur-prosedur hukum, jurisdiksi pengadilan dan orang-orang 

yang terlibat di dalamnya (aparat hukum). Struktur hukum adalah pola 

yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut 

ketentuan-ketentuan formalnya oleh institusiinstitusi hukum atau aparat 

penegak hukum. 

Unsur substansi yang dimaksudkan adalah aturan, norma, dan 

pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Substansi 

ini merupakan hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum. Unsur 

kultur atau budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan 

sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau 

                                                 
59 Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System A Social Science Perspectif, Russel Sage 

Foundation, New York. Hal. 16. Dalam Musakkir. Problematika Hukum dan Peradilan di 

Indonesia. 2014. Jakarta: Komisi Yudisial. Hal. 141 
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disalahgunakan. Komponen ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga 

masyarakat (termasuk kultur apparat aparat penegak hukumnya) yang 

merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan tempat sistem 

hukum itu di tengahtengah kultur bangsa sebagai keseluruhan. Tanpa 

budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, ibarat ikan 

mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang 

di laut. 

Cara lain untuk menggambarkan tiga unsur sistem hukum itu 

adalah dengan mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin, substansi 

hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, dan 

budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan 

bagaimana mesin itu digunakan. Penegakan hukum sesungguhnya 

adalah proses bagaimana unsur-unsur sistem hukum beroperasi di 

dalam masyarakat.   
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F. Kerangka Pikir 
 
 

BAGAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PELAKSANAAN PENYIDIKAN  TINDAK PIDANA  ILLEGAL LOGING 

DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT 

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan Menjadi Undang-Undang 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan 
Dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

Pelaksanaan Penyidikan 
tindak pidana illegal 
logging di Wilayah 
Hukum Kepolisian 

Daerah Papua Barat 
 

Faktor-Faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan 

penyidikan Tindak Pidana Ilegal 
Loging oleh pihak Kepolisian 

Daerah Papua Barat 

 

a. Stuktur Hukum 

b. Subtansi Hukum 

c. Budaya Hukum  

a. Upaya Paksa; 

b. Pemeriksaan Saksi dan 

Tersangka  

c. Penyitaan Barang Bukti 

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING YANG 
BERKEPASTIAN HUKUM DAN BERKEADILAN DI WILAYAH HUKUM 

KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT 
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G. Definisi Operasional  
 
1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum 

pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut. 

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

3. Penyidik adalah adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

4. Upaya Paksa adalah suatu tindakan yang bersifat memaksa yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana atas kebebasan 

seseorang atau kebebasan memiliki serta menguasai suatu barang 

atau kebebasan pribadinya untuk tidak memperoleh gangguan dari 

siapapun. 

5. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu 

perkara pidana 

6. Tersangka adalah seseorang yang diduga sebagai pelaku atas suatu 

tindak pidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup. 

7. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan Hakim 

akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan 
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kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu 

perkara. 

8. Pelaksanaan Putusan Pengadilan adalah  pelaksanaan putusan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Jaksa; 

9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 

komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara 

yang satu dan yang lainnya.  

10. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh 

Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.  

11. Tindak Pidana Kehutanan meliputi:  

a. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak 

hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan 

hutan tanpa izin  atau penggunaan izin yang bertentangan dengan 

maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang 

telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang 

diproses penetapannya oleh Pemerintah.  

b. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan 

kayu secara tidak sah yang terorganisasi.  

c. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan 

terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk 

perkebunan dan/atau  pertambangan tanpa izin Menteri.  
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12. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat 

kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari  kawasan 

hutan.  

13. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi 

kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat 

pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha 

pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan 

wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu 

kesatuan komando. 

14. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena 

jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung 

jawab tertentu.  

15. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang 

oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di 

bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


